
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah 
daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi; 

a. bahwa Retribusi Pengendallan Menara Telekomunikasi merupak.an salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip 
demokrasi, pemerataan dan keadilan. peran serta masyarakat, dan 
akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; 

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam 
pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, diperlukan 
pengaturan dengan Peraturan Daerah; 

BUPATI GIANY AR, 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

NOMOR3 TAHUN2013 

Mengingat 

Menimbang 



1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI GIANY AR 

dan 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 

7. Peraturan Da.erah. Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi 
Terpadu di Kabupaten Gianyar; 

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82); 

6. Peraturan Pemerintah Nornor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3980); 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

Menetapkan : PERA TURAN DAERAH TENT ANG RETRIBUSI PENGENDALIAN 
MENARA TELEKOMUNIKASI. 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI GIANY AR 

dan 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

Dengan Persetujuan Bersama 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi 
Terpadu di Kabupaten Gianyar; 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusl Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5049); 

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3980); 



11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
Waj ib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
yang bersangkutan, 

12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD. adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah suatu 
ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang seJanjutnya disingkat SKRDLB, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi 
karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang. 

l 0. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, clan bilamana tidak terdapat 
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, atau nilai perolehannya baru, atau NJOP Pengganti. 

6. Menara telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang 
jaringan telekomunikasi yang didesain bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan 
keperluan jaringan telekomunikasi. 

7. Retribusi Daerah, yang seJanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

8. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati 
oleh orang pribadi atau Badan. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang .. 
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
memungut atau memotong retribusi tertentu. 

3. Bupati adalah Bupati Gianyar. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar. 

5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu dibidang 
pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kabupaten Gianyar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar. 



--~ ·- ·----------------------·~ -·- 

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara 
telekomunikasi. 

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan I menikmati 
pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi. 

Pasal 4 

a. pembangunan menara untuk kepentingan pertahanan keamanan; 

b. pembangunan menara untuk penyelenggaraan pemerintahan; dan 

c. pembangunan menara untuk kepentingan pemantauan/peringatan dini terhadap 
bencana alarn. 

(2) Dikecuaikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah : 

(1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah layanan pemberian izin 
pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata 
ruang, keamanan, dan kepentingan umum. 

Pasal 3 

Dengan narna Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi atas 
pelayanan penggunaan jasa pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, 

Pasal 2 

BABU 

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI 

17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objelctif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah 
dan.atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan/peraturan perundang - 
undangan retribusi daerah. 



----~ -··- --- . 

(1) TarifRetribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal 9 

(1) TarifRetribusi ditetapkan sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP. 

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar 
perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang bersangkutan. 

BAB VI 

STRUKTUR DAN BESARNY A TARIF 

Pasal 8. 

Prinsip dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan 
pendapatan daerah dengan mempertimbangkan komponen biaya penyelenggaraan pelayanan, 
kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan 
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. 

Pasal 7 

BABV 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENET APAN TARIF 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi pengawasan dan pengendalian 
menara telekomunikasi. 

Pasal 6 

BABIV 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam jenis Retribusijasa 
umum. 

Pasal 5 

BAB III 

GOLONGAN RElRIBUSI 



(1) Wajib Retribusi wajib membayar retribusi. 

(2) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai / lunas. 

(3) Pembayaran dilakukan di kas daerah atau di tempat lain I unit prlayanan terpadu dengan 
menggunakan SKRD. 

(4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
maka basil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah paling lambat I x 24 jam. 

(5) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan 
dalam buku daftar penerimaan retribusi. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dan penetapan tempat 
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 12 

(3) Ketentuan Jebih lanjut mengenai Tata cara pemungutan Retribusi diatur dengan 
Peraturan Bupati, 

( 1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
kartu kwitansi. 

PENENTUAN PEMBAY ARAN, TEMPAT PEMBAY ARAN, 

ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAY ARAN 

Pasal 11 

BAB VIII 

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Gianyar. 

Pasal 10 

WILA Y AH PEMUNGUTAN 

BAB VII 

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 



(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak. saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib 
Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi. 

Pasal 16 

PENGHAPUSAN PIUT ANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA 

BAB XI 

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang 
ditunjuk. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan 
Bupati, 

(1) Penagihan retribusi yang terutang didahului dengan Surat Teguran. 

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi 
dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib 
Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang. 

Pasal 15 

PENAGIHAN 

BABX 

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat 
pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua perseratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

Pasal 14 

SANKSI ADMINISTRA TIF 

BAB IX 

( 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksdu dalam Pasal 12 menggunakan SSRD. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 13 



a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan 
tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah: 

( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 
Daerah. 

Pasal 18 

KETENTUAN PENYIDIKAN 

BAB XII 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

( 1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan 
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus. 

Pasal 17 

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b, dapat diketahui dari pengajuan pennohonan angsuran atau penundaan 
pembayaran dan pennohonan keberatan oleh Wajib Retribusi. 

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 
Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retibusi baik langsung maupun tidak 
langsung. 

(3) Dalam hat diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya surat teguran. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tertangguh 
apabila: 

a. diterbitkan surat teguran; atau 



(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyalc Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta 
rupiah). 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

Pasal 19 

KETENTUAN PIDANA 

BAB XIII 

(3) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) memberitahukan dirnulainya penyidikan 
dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik, 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. menyuruh berhenti dan mclarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas oran~ 
benda dan atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
atau saksi; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
pidana di bidang Retribusi Daerah; 

d. memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatataa 
dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
terse but; 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 



-------------~-------- ~~+- + 

Cukupjelas 

Pasal 2 

Cukupjelas 

Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Peraturan Oaerah Kabupaten Gianyar tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi diperlukan, mengingat kemaiuan teknologi dibidang telekomunikasi sema.Jcjn 
pesat serta pembangunan sarana dan prasarananya menggunakan ruang, sehingga perlu diatur 
dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai 
Retribusi Jasa Umum sehingga untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, 
Pemerintah Daerah mengatumya sebagai bentuk pengendalian. 

Kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di 
Daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban 
serta tertata dalarn penggunaan ruang. Dalarn rangka mendukung kualitas pelayanan kepada 
masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya 
untuk melakukan pengendalian dari berbagai aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan 
umum, dan administrasi. Atas dasar hal tersebut diperlukan partisipasi dan peran serta 
masyarakat berupa pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang 
besarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

I. UMUM 

TENTANG 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

PERATURAN DAERAH KABUPA TEN GIANYAR 

ATAS 

PENJELASAN 



Pasal 3 

Cukupjelas 

Pasal4 

Cukupjelas 

Pasal 5 

Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukupjelas 

Pasal 7 

Cukupjelas 

Pasal 8 

Cukupjelas 

Pasal 9 
' .. 

Cukupjelas 

Pasal 10 

Cukupjelas 

Pasal 11 

Cukupjelas 

Pasal 12 

Cukupjelas 

Pasal 13 

Cukupjelas 

Pasa] 14 

Cukupjelas 

Pasal 15 

Cukupjelas 

Pasal 16 

Cukupjelas 



TAMBAHAN LEMNBARAN DAERAH KABUPATEN GIANY AR NOMOR 3 

Pasal 17 

Cukupjelas 

Pasal 18 

Cukupjelas 

Pasal 19 

Cukupjelas 

Pasal 20 

Cukupjelas 



LEMBARANDAERAHKABUPATENGIANYAR TAHUN 2013 NOMOR 3 

IDA BAGUS GAGA ADISAPUTRA 

Diundangkan di Gianyar 

pada tanggal 17 September 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANY AR 

~t A.A.GDEAGUNGBHARATAf ' 

Ditetapkan di Gianyar 

pada tanggal 17 September 2013 

BUPA TI GIANY AR, 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal l Januari 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah. ini 
dengan penempmnnya dalatn Lembaran Dacrah Kabupaten Gianyar. 

BAB XIV 

KETENfUAN PENUTUP 

Pasal20 

....... -- 


